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ABSTRAK 

 

Peraturan yang ada dalam KHI memang membolehkan wanita hamil untuk 

melangsungkan perkawinan, ternyata malah membuat anggapan buruk yang 

menganggap bahwa pasal tersebut sebagai legalisasi perzinaan. Hal ini menjadi 

masalah  dengan banyaknya kehamilan di luar nikah, bukan hanya menyangkut 

sah atau tidaknya perkawinan tersebut namun yang lebih penting yang harus 

menjadi perhatian adalah hal apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hukum 

munculnya peraturan Pasal 53 KHI tersebut. Hal tersebut hanya dapat diketahui 

melalui pendekatan maqa  s  id syari’ah yang secara operasional menitikberatkan 

pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan 

mempertimbangkan lima unsur kemaslahatan pokok yang harus dipelihara yakni: 

hifz  ad-di  n, hifz   an-nafs, hifz    al-‘aql,  hifz   an-nasl, dan hifz   al-ma  l. Dan ketika 

maqa s  id syari  ’ah ini digunakan untuk mengkaji Pasal 53 KHI diharapkan terjadi 

korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan konteks sehingga mampu 

menghasilkan hasil pemikiran dan pemahaman yang komprehensif dan aktual 

mengenai kebolehan kawin hamil dengan segala pertimbangannya. Dari latar 

belakang di atas, penyusun mencoba untuk mengkaji tentang: (1) bagaimana 

aturan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam?, dan (2) bagaimanan 

tinjauan maqa s  id syari  ’ah terhadap aturan hukum kawin dalam Pasal 53 KHI? 

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk 

dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research) dan berbersifat 

deskriptif analitik.. Pengumpulan data menggunakan telaah literatur atau 

dokumentasi dan sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang 

terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan ushul fikih, dengan pendekatan  maqa  s  id syari  ’ah yang didasari teori 

maslaha  t.  
Dari penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang 

kawin hamil dalam Pasal 53  KHI ayat (1) memang membolehkan seseorang 

untuk menikahi  wanita yang hamil akibat zina sesuai dengan kata “dapat” dalam 

Pasal 53 KHI. Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan 

dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (hifz   
an-nasl) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur 

dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidup 

anak. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya 

kemaslahatan yang lainnya (hifz   ad-di  n, hifz  an-nafs, hifz  al-‘aql, dan hifz  al-ma l) 
akan mengikuti ketika hifz  an-nasl ini terjaga. Meskipun makna “dapat” dalam 

ayat (1) juga mengandung pemahaman boleh untuk memilih kawin tanpa ada 

keharusan baik dengan yang menghamili ataupun bukan, tapi idealnya yang 

mengawini adalah pria yang menghamili daripada kebolehan kawin dengan laki-

laki yang bukan menghamilinya, yang hanya bertujuan menyelematkan harga diri 

si wanita dan anaknya )حفظ العرض( dari fitnah yang berkelanjutan.    

Perlu ada peraturan baru yang tegas dan jelas tanpa ada kalimat ambigu 

yang memungkinkan multi tafsir seperti Pasal 53 KHI, demi adanya kepastian 

hukum yang jelas. Peraturan tersebut harusnya mampu menjadi preventif  kasus 

perzinaan sekaligus pencegah agar tidak ada lagi istilah Pasal legalisasi perzinaan. 
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MOTTO 

“Di balik kesuksesan sebuah usaha, selalu ada doa 

dan restu yang tulus dari orang-orang yang tercinta” 

& 

“Sekecil apa pun kebaikan yang kita berikan kepada 

sesama, itu lebih utama daripada tidak sama sekali” 

 "خيرالناس انفعهم للناس"
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 



 

ix 

 

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 دة يتعّد

 عدّة

Ditulis 

ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta’ marbut  ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكًة

 عهة

Ditulis 

ditulis 

H ikmah 

„illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karâmah al-auliyâ الأونيبء كساية



 

x 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 ditulis Zakâh al-fiţri انفطس شكبة

 

D. Vokal pendek  

___َ 

 فعم

___ِ 

 ذكس

___ُ 

 يرهت

fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath  ah + alif 

 جبههية

fath  ah + ya‟ mati 

 تُسى

kasrah + ya‟ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd   

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah + ya‟ mati 

 ثيُكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأَتى

 أعدت

 شكستى نئٍ

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقسآٌ

نقيبسا  

ditulis 

ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 انسًآء

 انشًس

ditulis 

ditulis 

As-Samâ‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 انفسوض ذوي

 انسُة أهم

ditulis 

ditulis 

Żawî al-furûd   

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat 

prgaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban 

antara keduanya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan 

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
1
  

Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang 

sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh 

Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan 

kebahagiaan hidup.
2
 Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya 

merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami 

dan isteri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina 

                                                           
1
 Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . 

  
2
 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnnah (Beirut: Da  r al-Kita  b al-Anbi‟, 1973), 11: 6. 
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dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.
3
 Sehingga 

hampir seluruh satuan keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis. 

Kehidupan yang harmonis inilah yang dalam hukum keluarga Islam sering 

diistilahkan dengan sakinah, yang tidak lain merupakan tujuan utama dari sebuah 

perkawinan, sebagaimana pengertian sakinah secara bahasa yang berarti tenang 

atau tentram.
4
 Adapun tujuan untuk memperoleh kehidupan berkeluarga yang 

sakinah ini dapat dicapai dengan sempurna apabila tujuan lainnya terpenuhi. Dan 

yang dimaksud dengan tujuan lainnya adalah hal-hal yang menjadi sarana 

pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.
5
  

Ketentuan dan tujuan mulia dari perkawinan ini sesuai dengan hakikat 

manusia sebagai makhluk yang terhormat. Salah satu upaya untuk menjaga 

kehormatan manusia tersebut adalah dengan cara dilakukannya pembinaan 

terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan 

kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu disini lah pentingnya dilakukan 

pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal 

ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membentuk 

hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut 

memiliki peranan yang sangat penting.  

                                                           
3
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Gajahmada University 

Press, 1990), hlm. 11.  
 
4
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-munawwir, cet. ke-1, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), hlm. 334.   
 
5
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 

2004), hlm. 38.  
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Kendati demikian, dalam perkembangan selanjutnya lembaga perkawinan 

selalu menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika 

dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan institusinya. 

Salah satu problem sosial tersebut adalah munculnya masalah khamilan diluar 

nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan 

sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. 

Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari 

para pelaku dan hukuman hudu d atas perbuatannya saja, melainkan pula 

menyangkut status nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya
6
. Dalam 

konteks ini pula yang menjadi permasalahan pokok adalah mengenai status 

hukum pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut. 

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan perkawinan akibat hamil 

tersebut. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi‟i dan ulama madzhab Syafi‟iyyah 

berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan menganggap sah 

perkawinannya. Abu Hanifah pun berpendapat demikian, namun dengan 

menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh 

melakukan hubungan intim sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya 

dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal yang 

berpendapat mengharamkan pelaksanaan nikah akibat hamil duluan. Pernikahan 

dianggap sah apabila bayi dikandung telah lahir.
7
 Dari pembahasan kawin hamil 

                                                           
6
 Sayyid Quthb, Tafsir fi    Zilalil Qur‟a  n, (Beirut: Darus Syuruq, 1987), hlm. 24-55.  

  
7
 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami hukum Islam, (Bandung: al-Bayan, 1995) hlm. 58. 
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tersebut sering pula terjadi ikhtilaf pendapat ulama mengenai „iddah wanita hamil, 

apakah wanita hamil di luar nikah harus menunggu masa „iddah ataukah tidak.  

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus 

diatur dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa „iddah bagi 

wanita hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),
8
 pada pasal 53 

dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang 

hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketetuan dalam 

KHI ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun 

telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luat nikah. Hal ini akan 

semakin bertambah rumit ketika permasalahan dihubungkan pula pada status anak 

yang dilahirkan kemudian.  

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 

menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah,
9
 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.
10

 

Namun hal ini terdapat pengecualian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam 

yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
11

 Beberapa pendapat di atas 

                                                           
8
 Kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik 

Indonesia dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.  
 
9
 Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .   
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menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat zina 

merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit.  

Masalah ini sebenarnya merupakan maslah klasik yang sudah pernah 

dibahas oleh ulama terdahulu, namun seiring berkembangnya zaman ternyata 

masalah ini pun masih menjadi problem dari sejak zaman dahulu ketika zaman 

Rasulullah hingga zaman sekarang dan mungkin akan terus ada hingga saa ini 

dalam rangka mencari solusi hukumnya.  

Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan 

perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi 

yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan 

menghindari dari perlakuan diskrimintatif. Namun di sisi lain, kebolehan bagi 

wanita hamil diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan terkadang bisa 

menimbulkan kemadlaratan, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab 

meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan 

bermasyarakat. Kasus perzinaan ini semakin hari kian banyak terjadi dan hal ini 

pun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan perkotaan hingga merambah ke 

desa-desa. Dua persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan 

bagi wanita hamil akibat zina, menjadi menarik untuk diteliti. 

Permasalahan kawin hamil akibat zina sendiri merupakan permasalahan 

yang termasuk dalam wilayah khilafiyyah, sehingga tidak menutup kemungkinan 

terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu pembahasan akan difokuskan dari segi 
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landasan hukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai. Hal ini 

dikarenaka tidak menutup kemungkinan untuk memperluas cara berfikir dalam 

pembacaan teks (dalil) dengan menggunakan pendekatan kontekstual, sehingga 

diharapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan konteks. Dan 

juga diharapkan mampu menghasilkan hasil pemikiran yang komprehensif dan 

aktual. 

Permasalahan tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang maqashid 

syari‟ah yakni maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam.
12

 Sebagaimana 

kita tahu bahwa maqashid syari‟ah secara operasional menitikberatkan pada 

aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan 

lima unsur yang harus dipelihara yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Penggunaan metode maqashid syari‟ah ini bertujuan untuk memecahkan 

persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur 

secara eksplisit oleh al-Qur‟an dan Hadis.
13

  

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan pertimbangan ini diharapkan memberi warna baru dalam 

memahami hukum Islam tentang permasalahan kawin hamil, khususnya mengenai 

                                                           
12

 Penyusun sengaja menggunakan penulisan istilah maqasyid syari‟ah dengan tanpa 

translitersi, mengingat bahwa kalimat istilah maqashid syari‟ah sudah menjadi tulisan yang umum 

dipakai dalam berbagai buku dan literatur saat ini. Penyusun akan konsisten dalam menggunakan 

istilah kalimat maqashid syari‟ah dengan tanpa transliterasi sejak dari awal hingga akhir 

pembahasan skripsi ini.  
 
13

 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 

hlm. 123-134.  
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hukum Islam tentang permasalahan kawin hamil, yang lebih mengedepankan 

aspek moral dan kemaslahatan. Adapun permasalahan yang diangkat sebagai 

pokok masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana aturan hukum tentang kawin hamil dalam Kompilasi Hukum 

Islam? 

2. Bagaimana tinjauan maqashid syari‟ah terhadap aturan hukum kawin 

hamil dalam Pasal 53 KHI? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan aturan hukum kawin hamil yang tercantum dalam pasal 53 

Kompilasi Hukum Islam. 

2. Menjelaskan pertimbangan aturan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum 

Islam yang ditinjau dari maqashid syari‟ah. 

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Memperkaya wawasan tentang hukum Islam mengenai kawin hamil 

menurut apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. 

2. Memberi sumbangan akademis dalam hal keilmuan hukum Islam, terlebih 

permasalahan tersebut ditinjau secara yuridis dengan sudut pandang 

maqashid syari‟ah. 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penyusun berusaha mendeskripsikan dan 

menjelaskan hasil dari penelusuran penelitian yang ada kaitannya dengan obyek 

kajian pembahasan, dan hasilnya terdapat beberapa buku dan karya ilmiah 

membahas mengenai perkawinan wanita hamil. Penyusun pun menemukan 

literatur lainnya yang terkait pembahasan perkawinan wanita hamil di luar nikah 

yang terdapat pada kitab-kitab fiqh dan juga kitab tafsir yang disusun oleh 

cendikiawan muslim. 

Kitab-kitab fiqh yang membahas mengenai masalah perkawinan wanita 

hamil di luar nikah antara lain kitab fiqh perbandingan yang berjudul al-Fiqh „ala  

al-Madza  hib al-Arba‟ah karya Abdurrahman al-Jaziri ,14
 yang menjelaskan hukum 

perkawinan wanita hamil menurut pendapat ulama empat madzhab. Dan juga 

kitab al-Fiqh al-Isla  mi wa Adillatuhu karya ulama kontemporer, Wahbah az-

Zuhaili    yang juga menjelaskan masalah kawin hamil di era modern dari bebagai 

sudut pandang, baik dari pendapat para ulama hingga menjelaskan maksud tujuan 

dari hukum ketentuan kawin hamil itu sendiri dari sudut pandang ijtihad.
15

 

Selanjutnya kitab-kitab tafsir yang menguraikan masalah kawin hamil 

akibat zina diantaranya kitab at-Tafsi r al-Muni  r fi   al-„Aqi  dah w as-Syari  ‟ah wa 

                                                           
14

 Abdurahma  n al-Jaziri  , al-Fiqh „ala   al-Madza hib al-Arba‟ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 

1989), IV: 519-527 ., dan V: 123-124. 
 
15

 Wahah al-Zuhaili  , al-Fiqh al-Isla  mi wa Adillatuhu, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1989), VII: 148-151.  
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al-Manha j, karya Wahbah az-Zuhaili,
16

 dan kitab Ahka m al-Qur‟a  n, karya al-

Ra zi. Kedua kitab tersebut menjelaskan tentang ayat  

وحرً ذىل  اىساّى لا يْنح إلا زاّيت أو ٍشرمت واىساّيت لا يْنحهب إلا زاُ أو ٍشركۚ

عيى اىَؤٍْيِ.
17

 

Ayat di atas dinasakh oleh ayat berikutnya, yakni: 

ىحيِ.ٍى ٍْنٌ واىصبيبوأّنحىا الأ
18

    

Kedua ayat tersebut merupakan ayat yang sering dipakai sebagai dasar 

hukum dalam menyikapi maslah kawin hamil, meskipun sebagian ulama masih 

berselsih pendapat mengenai ayat tersebut. Ulama mutaqaddimi  n berpendapat 

bahwa al-Nu  r (24) ayat 3 tersebut merupakan ayat muhkama  t, dan tidak mansu  kh. 

Dari dua pemahaman inilah muncul dua pendapat, yakni pendapat jumhu  r ulama 

fiqh yang membolehkan kawin hamil, dan sebagian lagi melarang adanya kawin 

hamil. 

Buku yang berjudul  Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya karya 

Memed Humaedillah, juga mengkaji tentang kawin hamil.
19

 Buku ini mengkaji 

dan memaparkan tentang masalah „iddah dan status hukum akad nikah wanita 

hamil akibat zina yang dijelaskan menurut pandangan para ulama empat madzhab 

                                                           
16

 Wahbah az-Zuhaili  , al-Tafsi r al-Muni r fi al-„Aqi dah wa al-Syari  ‟ah wa al-Manha j, cet. 

ke-1 (Beirut: Da  r al-Fikr, 1991 ), XVII: 139. Lihat pula karya Ar-Ra  zi, Ahka m al-Qur‟a  n, (Beirut: 

Da  r al-Fikr, 1979), III: 264-267.   
 
17

 Al-Nu  r (24): 3.  

 
18

  Al-Nu  r (24): 32 

19
 Memed humaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, cet. ke-1 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 24.   
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mengenai kedua masalah tersebut. Pendapat para ulama tersebut kemudian di 

hubungkan pula pada Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan yang ada menenai 

permasalahan akad nikah wanita hamil memang di hubungkan dengan KHI 

meskipun secara umum.  

Kemudian buku karya Ahmad Rafiq yang berjudul Hukum Islam di 

Indonesia, yang juga menjelaskan sedikit tentang hukum kawin hamil di 

Indonesia. Penjelasan tersebut dijelaskan pada bab XI yang menegaskan perlunya 

ketelitian dan perhatian yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah kawin 

dengan wanita yang hamil di luar nikah.
20

 Dalam buku yang berjudul Kontroversi 

Perkawinan Wanita Hamil, karya Mukhlisin Muzarie, menjelaskan tentang 

hukum mengawini wanita hamil di luar nikah akibat zina dari pendapat para 

Ulama klasik. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang „iddah bagi wanita hamil 

di luar nikah, apakah harus menunggu masa „iddah taukah tidak.
21

 

Skripsi yang membahas tentang hukum kawin hamil, yaitu skripsi yang 

disusun oleh Akhmad Durori, yang berjudul “Talfiq Hukum Pada Perkawinan 

Wanita Hamil di luar Nikah”, yang membahas bagaimana penerapan talfiq dalam 

hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat zina, serta pengaruh hukum 

adat terhadap penetapan hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah di 

Indonesia.
22

 Skripsi ini lebih menekankan pada talfiq hukum serta pengeruh 

                                                           
20

 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998), hlm. 164-168.    
 
21

 Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 105-107. 
 
22

 Akhmad Durori, Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar nikah, Skripsi 

Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003), hlm. 7. 



 
 

11 

hukum adat dalam penerapan ketentuan kawin hamil di Indonesia. Skripsi ini pun 

sama sekali tidak membahas mengenai pasal 53 KHI dengan tinjauan maqashid 

syari‟ah melainkan hanya meneliti dari sisi talfiq hukum atas terbentuknya pasal 

tersebut. 

Skripsi yang disusun oleh Ilham Lusida Masthur, berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pelakasanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA 

Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997-1999”, memaparkan 

tentang akibat dari pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA kecamatan 

Moyudan, serta menjelaskan pula faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya 

kasus tersebut di dalam kehidupan masyarakat.
23

 Dan juga skripsi yang disusun 

oleh Choirul Munif, yang berjudul “Kawin Hamil Dalam Persektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Kawin Hamil Dengan Orang-orang yang Bukan Menghamilinya di 

KUA Kecamatan Prambanan antara Tahun 1995-1997)”, yang menjelaskan 

tentang dasar pemikiran dan landasan hukum pelaksanaan kawin hamil antara 

seorang perempuan yang hamil di luar nikah dengan orang yang bukan 

menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan.
24

 Meskipun kedua skripsi 

menjelaskan kawin hamil dari perspektif hukum Islam, namun kedua skripsi 

tersebut lebih menjelaskan tentang masalah teknis pelaksanaan perkawinan bagi 

wanita yang hamil di luar nikah yang terjadi di masyarakat dengan dibandingkan 

                                                           
23

 Ilham Lusida Masthur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil 

dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997-1999, Skripsi 

Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga,  Yogyakarta (2001), hlm. 3. 
 
24

 Choirul Munif, Kawin Hamil Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Kawin Hamil 

Dengan Orang-orang ynag Bukan Mengahamilinya di KUA Kecamatan Prambanan antara Tahun 

1995-1997), Skripsi Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2000), hlm. 5.  
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pada hukum Islam dan tidak menyinggung mengenai tujuan (maqashid syari‟ah)  

yang hendak dicapai dari kebolehan kawin hamil pasal 53 KHI tersebut.    

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nur Syifa, berjudul “Kawin hamil 

dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta, Tahun 2006-

2007, Dalam tinjauan hukum Islam”, menjelaskan tentang implikasi dari kawin 

hamil terhadap keluarga.
25

 Meskipun menggunakan pendekatan hukum Islam, 

namun skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan kawin 

hamil, serta implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga,
26

 tanpa menyinggung 

lebih jauh masalah maqashid syari‟ah. 

Skripsi yang disusun oleh Neli Rosliyani, berjudul “Tinjauan Terhadap 

Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil”, menjelaskan tentang 

pengertian kalimat “dapat” dalam Pasal 53 KHI, dan sejauhmana perkawinan 

wanita hamil di luar nikah dalam pemikiran Fuqaha. Skripsi ini menjelaskan 

tentang siapa yang berhak melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil di 

luar nikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 KHI dengan menjelaskan lebih 

jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil.
27

 Skripsi ini lebih 

menjabarkan tentang maksud dari Pasal 53 KHI yang mengatur tentang ketentuan 

kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah namun 

                                                           
25

 Muhammad Nur Syifa, Kawin hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri 

Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007, Skripsi Fakultas Syari‟ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 

(2008), hlm. 60.  
 
26

 Ibid, hlm. 54-57.  
 
27

 Neli Rosliyani, Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita 

Hamil, Sripsi Fakulktas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, (2004), hlm. 5-7.  
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tidak menjelaskan bagaimana Pasal tersebut bila ditinjau dari segi maqashid 

syari‟ah. 

Skripsi yang disusun oleh Rohayah, berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Dispensasi kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap 

Putusan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 

003/pdt.p/2011/PA.YK)”, membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim 

dalam memberikan dispensasi terhadap permohonan nikah dini yang diakibatkan 

kawin hamil.
28

 Skripsi yang disusun oleh Akbar Baihaky, yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul Tahun 2010)”, memaparkan tentang pelaksanaan kawin hamil 

yang terjadi di masyarakarat yang memang dilakukan di KUA Kecamatan Sewon, 

dengan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.
29

 Kedua skripsi ini lebih 

memaparkan bagaimana aplikasi dari adanya ketentuan Pasal 53 KHI yang 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui Putusan Pengadilan ataupun 

Proses Perkawinan di KUA. Kedua skripsi tersebut tidak menjelaskan apa maksud 

yang hendak dicapai (maqashid syari‟ah) dari kebolehan kawin hamil dalam Pasal 

53 KHI. 

Karya ilmiah ilmu Syari‟ah dalam jurnal yang ditulis oleh H. 

Fathurrahman Azhari, Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Empat Imam 

                                                           
28

 Rohayah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi kawin Karena Hamil di Luar 

Nikah (Studi Terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 

003/pdt.p/2011/PA.YK), Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012), 

hlm.86-97. 
 
29

 Akbar Baihaky, Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di 

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010), Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga, (2012), hlm. 50-59. 
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Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan tentang hukum kawin hamil 

yang ditinjau dari hukum normatif dari Imam Empat Madzhab, Imam Abu 

Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam asy-Syafi‟i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 

Dalam penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada pembahasan hukum kawin 

hamil secara fikih klasik dengan dibandingkan hukum kawin hamil pada Pasal 53 

KHI.
30

 Penelitian tersebut memang sama sekali tidak membahas tentang sudut 

pandang maqa  s  id syari  ‟ah dalam Pasal 53 KHI yang mengatur tentang kawin 

hamil tersebut. penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada sisi legalitas hukum 

perkawinan apakah sah atau tidak. 

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah di atas, secara umum membahas 

tentang kawin hamil dalam hal realitas serta hukumnya dengan tinjauan normatif. 

Meskipun ada beberapa skripsi dan penelitian yang menyinggung hukum kawin 

hamil dari hukum yuridis yakni Pasal 53 KHI, namun penelitian penelitian 

tersebut belum ada yang membahas tentang ketentuan kawin hamil dalam Pasal 

53 KHI dengan ditinjau dari perspektif maqashid syari‟ah. Menurut  penyusun 

judul ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan maksud untuk mengetahui 

lebih mendalam tentang tujuan dari di bentuk dan diberlakukannya ketentuan 

hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI tersebut.   
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 Fathurrahman Azhari, Perkawinan Wanita Hamil, Perspektif Empat Imam Madzhab 

dan Kompilasi Hukum Islam,  No.2, tahun 6, Juli-Desember (Syari‟ah: Jurnal Hukum dan 

Pemikiran, 2006), hlm. 230. 
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E. Kerangka Teoritik 

Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab 

perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Terdapat 

beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari permasalahan 

kawin hamil. Diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya 

adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan 

perkawinan wanita hamil akibat zina. Pendapat hukum mengenai kawin hamil pun 

tak terlepas dari hukum „iddah bagi wanita hamil di luar nikah. 

Imam asy-Syafi‟i dan ulama-ulama Syafi‟iyyah yang berpendapat 

membolehkan atau menganggap sah perkawinan dari wanita hamil akibat zina 

tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir, dengan syarat yang 

menikahi wanita tersebut adalah pria yang menghamilinya. Akan tetapi apabila 

yang menikahi wanita itu bukan pria yang menghamili, perkawinannya tetap sah 

akan tetapi tidak boleh menyetubuhi wanita tersebut sampa ia melahirkan. Imam 

asy-Syafi‟i dan ulama-ulama Syafi‟iyyah berpendapat bahwa menikahi wanita 

yang hamil di luar nikah akibat zina hukumnya tetap sah, baik yang menikahi 

adalah pria yang menghamilinya maupun bukan pria yang menghamilinya.
31

 

Wanita yang amil di luar nikah akiba zina, maka tidak ada hukum kwajiban 

„iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.
32

  

                                                           
31

 Abdu ar-Raḥma  n al-Jaziri   , Al-Fiqh „ala   al-Madza  hib al-Arba‟ah, (Beirut: Da  r al-Fikr, 

1989), IV: 519-527 ., dan IV: 523. 

 
32

 Abdurrahma  n al-Jaziri  ,  Kita  b al-Fiqh (Mesir: Maktabah al-Tija riyyah al-Kubra  , 1969), 

IV: 523.   
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Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, 

bahwa pernikahan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya 

adalah pria yang menghamili. Adapun bagi laki-laki yang bukan menghamili tetap 

sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak 

boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang 

dikandungnya.
33

 Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan yang Hamil 

di luar nikah akibat zina tidak diwajibkan baginya masa „iddah, karena „iddah 

bertujuan untuk menjaga nasab sedangkan perbuatan zina tidak menyebabkan 

adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga boleh 

untuk menikahi wanita hamil di luar karena zina tanpa harus menunggu masa 

„iddah.
34

 Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk 

kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka akad nikahnya 

diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah: 

وأحو ىنٌ ٍب وراء ذىنٌ 
35

  

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, yang 

mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat 

bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang 

menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, ataupun yang bukan 

                                                           
33

 Muhammad Ḥusain al-Z  ahabi , al-Syari  ‟ah  al-Isla  miyyah, Dira  sat Muqa  ranah Baina 

Maz  a hib Ahlu as-Sunnah wa Maz  a hib al-Ja‟fa riyyah, cet. Ke-2 (Kairo: Da r al-Ta‟li f, 1968), hlm. 

96.  
 
34

 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Jakarta: PT pena Pundi Aksara, 1983) Juz II, hlm. 

282-283.  
 
35

 Al-Nisa (4): 24. 

  



 
 

17 

menghamilinya.
36

 Sehingga wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu 

hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa 

meelangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita 

yang digauli karena zina maka hukumnya sama sperti halnya digauli karena 

syubhat, baik berdasarkan akad yang bathil maupun fasid, maka ia harus 

menjalani „iddah sebagaimana masa „iddah pada umumnya. Kecuali apabila 

dikehendaki haddi atas dirinya maka dia cukup mensucikan dirinya dengan satu 

kali suci.
37

 

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. beliau 

pun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat 

zina. Baik yang menikahi adalah laki-laki yang bukan menzinainya, ataupun 

dengan laki-laki yang menzinainya.
38

 Ulama Hanabilah pun berendapat bahwa 

wanita yang hamil di luar nikah karena zina, maka baginya berlaku „iddah 

sebagaimana „iddah wanita hamil yang diceraikan suaminya. Masa „iddah wanita 

hamil baik karena dicerai suami ataupun karena zina adalah sampai dia 

melahirkan.
39

  

Di Indonesia masalah hukum kawin hamil di luar nikah memang tidak 

diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun 

diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersbut 

                                                           
36

  Wahbah al-Z  uhaili  , Al-Fiqh al-Isla  mi...,  VII: 150. 

  
37

 Muhammad Jawad al-Mugniyyah, Al-ahwa  l al-Syakhsiyyah, cet ke I (Beirut: Da  r al-

„ilmi, 1964) hlm. 152-153. 
 
38

 Ibid., hlm. 151. 

 
39

 Ibnu Qudamah, Al-Mugni  , (Beirut: Da  r al-Fikr, 1415 H/ 1995 M),  Juz II, hlm. 601. 
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menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil 

diluar nikah. Meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam 

perkawinan tersebut, diantaranya: 

a. Seorang wanita yang diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

b. Perkawinan dengan wanita hamil disebut dalam ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulukelahiran anaknya. 

c. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan 

perkawinan ulang setelah anaknya lahir.
40

 

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah 

menurut ketentuan pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan 

laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT 

dalam surat al-Nur ayat 3 

وحرً ذىل عيى  و ٍشركۚرمت واىساّيت لا يْنحهب إلا زاُ أو ٍشاىساّى لا يْنح إلا زاّيت أ  

 اىَؤٍْيِ.
41
  

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan 

kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan yang musyrik. Dan 

begitupun peremuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-

laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan 

atas orang-orang mukmin.  

                                                           
40

 Pasal 53 KHI  

 
41

 Al-Nur (24): 3.   
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Dasar hukum lain yang dijadikan landasan adalah Hadits riwayat „Aisyah, 

yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina 

dengan seorang wanita, kemudian laki-laki berniat mengawininya, saat itu 

Rasulullah SAW menjawab: 

سئو اىْبي صيى الله عيئ وسيٌ عِ رجو زّى بئٍرأة فأراد أُ يتسوجهب، فقبه: أوىٔ سفبح 

.وأخرٓ ّنبح واىحراً لا يحرً اىحلاه
42
  

 Hadist di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang 

haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam 

konteks hadist ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak 

dapat mengharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, 

keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan 

perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, 

yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil. 

Setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan, begitu 

pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah hukum 

kawin hamil dalam Islam. Tujuan hukum inilah yang sering disebut dengan 

maqashid syar‟ah.  Maqashid syari‟ah sendiri identik dengan kajian filsafat 

hukum Islam. Suatau ketetapan hukum atau peraturan idealnya selalu diiringi 

dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan 

                                                           
42

 Abu   Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn „Ali al-Baiha  qi, As-Sunan al-Kubra, (Beirut: Da  r 
al-Fikr, t.t.), VII: 168., H.R. al-Baiha  qi dari „Aisyah. 
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tersebut tidak menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama 

dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil „alami     n.  

Secara bahasa maqashid syari‟ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan 

syari‟ah. Maqoshid merupakan kata jama‟ dari maqs  u dun yang berarti 

kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan syari‟ah secara bahasa berarti jalan menuju 

sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan 

menuju sumber pokok kehidupan.
43

 Sedangkan syari‟ah secara istilah 

sebagaimana disebutkan misalnya dijelaskan oleh Salthout bahwa syari‟at adalah 

aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani bagi manusia dalam 

mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun 

non muslim, alam serta seluruh kehidupan.
44

 Dengan demikian dengan demikian 

maqashid syari‟ah adalah tujuan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT., 

yang disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. 

Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara 

kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia 

maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan 

tersebut, menurut penelitian para ahli Ushul Fiqh, ada lima unsur  pokok yang 

harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama 

(hifz   ad-din), jiwa( hifz   an-nafs ), akal (hifz   al-„aql), keturunan (hifz   an-nasl), dan 

                                                           
43

 Amir Syarifuddin, pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa 

Raya Padang, 1993), hlm. 13.  

 
44

 Mahmoud Salthout, Islam: Aqidah wa Syari‟ah, (Kairo: Da r al-Qola  m, 1966), hlm. 12. 
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harta (hifz   al-Ma l).45
 Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima unsur pokok 

itu dibedakan lagi menjadi menjadi tiga tingkat, yaitu: daruriyya  t, h  ajiyya  t, 

tah  siniyya t,.46
  

Apabila kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan kasus perkawinan 

wanita hamil, maka dalam dalam hal penetapan hukum, pemeliharaan kelima 

unsur pokok di atas harus sesuai dengan situasi dan kondisi fakta hukum. Hal ini 

perlu dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai 

porsi dan urgensinya. Sehingga apabila hal tersebut terpenuhi maka suatu hukum 

tidak akan terasa hampa, kerena memang terarah sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan 

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasioanal dan terarah, 

sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.
47

 Maka dari itu 

penetitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), karena 

itu data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semuanya 

                                                           
45

 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, hlm. 125.  
 
46

 Ibid., hlm. 126.  
 
47

 Mufidah, Metode-Metode Fiilsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), hlm. 10.  
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bersumber dari khazanah kepustakaan,
48

 yang memang berhubungan dengan 

masalah hukum kawin hamil.   

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskrifptif berarti 

menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, 

serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan bengaruh-pengaruh dari 

suatu fenomena.
49

 Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti 

dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang 

lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.
50

 Diharapkan dengan 

deskriptif-analitik, mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dalam 

memaparkan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.  

3. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang 

berkaitan dengan tema yang akan diteliti.
51

 Adapun sumber yang berkaitan adalah 

buku-buku yang memuat tentang permasalahan kawin hamil, termasuk pula 

                                                           
48

 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 

54. 
 

49
 Ibid., hlm. 54.  

 
50

 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.  
 
51

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), hlm. 131.  
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undang-undang atau peraturan yang terkait, dan buku-buku tentang maqashid 

syari‟ah. metode dokumentasi dihrapkan mampu mendukung pengumpulan data 

yang akan di bahas dalam penelitian ini. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu: 

pertama, pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu 

bersumber dari nash (al-Qur‟an dan al-Hadis) maupun juga kaidah fiqh dan ushul 

fiqh, dengan penjelasan pendapat para ulama fiqh Imam Madzhab yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan yuridis, pendekatan ini 

digunakan untuk memahami permasalahan kawin hamil dari perspektif hukum 

positif, baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum lainnya, dengan 

cara menelusuri landasan hukumnya berikut pula metode istinbat  hukum yang 

digunakan. Ketiga, pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar 

mendapatkan makna yang mendalam sampai ke akar permasalahan sebenarnya. 

Pendekatan ini dipakai mengingat permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari 

sudut pandang maqashid syari‟ah yang banyak membutuhkan penalaran dalam 

upaya memahami makna yang terkandung di balik teks. 

5. Analisis Data    

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke 

dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
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dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.
52

 Untuk 

menganalisis data yang terkumpul, prnyusun menggunakan analisis deskriptif-

kualitatif. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis atau komentar orang 

atau perilaku yang diamati yang di dokumentasikan melalui proses pencatatan 

akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif dan deduktif.
53

 

Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisis menggunakan 

pendekatan maqashid syari‟ah, dengan mengoperasikan analisis terhadap 

maslahah dan mafsadah, serta uji data tersebut menggunakan lima unsur pokok 

maqashid syari‟ah yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Untuk memudahkan proses analisis yang berurutan dan interaksionis, maka 

analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan 

data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data 

dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisir sehingga data terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. 

Tahap berikutnya, data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.
54
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 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 

112.  

53
 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 
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 Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (dasar Petodik Teknik), 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil 

penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan 

yang terdiri dari lima bab pembahasan. Lima bab pembahasan itu terdiri dari 

beberapa sub bab yang membantu menjelaskan isi dari tiapa-tiap sub bab. 

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat penjelasan 

mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian maqashid syari‟ah, dalam hal 

hukum. Pada bab ini menjelaskan tentang dasar normatif yang menjadi pjikan 

dalam menentukan maqhashid syari‟ah. Kajian ini diletakkan pada bab kedua 

untuk memandu pembahasan tentang pengertian maqashid syariah dalam skripsi 

ini, yang kemudian akan dikaitkan dengan ketentuan kawin hamil yang terdapat 

dalam Pasal 53 KHI. 

Bab ketiga, memaparkan tentang hukum kawin hamil. Pada bab ini 

memuat penjelasan mengenai ketentuan hukum kawin hamil yang dipaparkan dari 

dua sudut pandang, yakni menurut pandangan ulama empat madzhab, dan 

menurut ketentuan Pasal 53 KHI. Pemaparan dua pandangan ini mencoba untuk 

memberikan pemahaman yang utuh mengenai kasus kawin hamil serta ketentuan 

hukumnya, tidak hanya dari sudut pandang normatif saja melainkan juga dari 

sudut pandang yuridis.   

Bab keempat, memuat analisis terhadap ketentuan pasal 53 KHI yang 

menjelaskan tentang ketentuan hukum kawin hamil yang dijelaskan dalam pasal 
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53 KHI. Dalam bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang dasar hukum 

yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 53 KHI yang mengatur 

tentang kawin hamil. Dan pada bab ini pula dijelaskan mengenai konsep hukum 

pada Pasal 53 KHI tersebut yang ditinjau dari perspektif maqashid syari‟ah. 

Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan analisis yang penyusun lakukan mengenai 

perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI dengan ditinjau dari maqashid 

syari’ah, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI 

menggunakan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh, dan tidak ada 

keharusan. Frasa “dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamili 

sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya. Namun di sisi lain KHI tidak mengatur lebih lanjut 

mengenai apakah wanita yang hamil di luar nikah akibat zina dapat pula 

dikawini dengan pria yang bukan menghamilinya, sehingga menimbulkan 

ambigu yang memunculkan pemahaman pula bahwa pria yang bukan 

menghamili dapat pula mengawini wanita hamil di luar nikah, berdasar 

pada frasa “dapat” dalam pasal 53 KHI ayat (1) yang mengandung makna 

kebolehan dan bukan keharusan. Padahal Pasal 53 KHI muncul sebagai 

sebagai solusi bagi wanita hamil dengan dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya, bukan sebagai opsi memilih untuk boleh kawin dengan 

pria yang bukan menghamili. 
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2. Maqashid syari’ah dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil 

Pasal  53 KHI adalah untuk menjaga eksisitensi dari ad-daru  riyat al-

khamsah tersebut. kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya 

lebih diutamakan dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar sperma 

yang membuahi wanita tersebut tidak bercampur dengan sperma pria lain. 

Hal ini dengan mempertimbangan kemaslahatan bagi si wanita hamil 

tersebut dan juga bayi yang dikandungnya terutama dalam hal menjaga 

menjaga atau menyelamatkan keturunan (hifz   an-nasl), mengingat perkara 

itu merupakan hal yang mendesak bagi si wanita dan bayi yang 

dikandungnya. Harapannya apabila hifz   an-nasl dapat terjaga maka akan 

terjaga pula ad-daruriyya  t khamsah yang lainnya. Sedangkan kebolehan 

kawin dengan pria lain merupakan antisipasi dan solusi alternatif ketika 

pria yang menghamili lari dari tanggungjawab. Hal ini dengan 

pertimbangan sebagai upaya menjaga kemaslahatan bagi si wanita dan 

anaknya dari fitnah yang berkelanjutan, bisa dikatakan lebih pada 

kemaslahatan menjaga harga diri )حفظ العرض(     si wanita tersebut dan 

anaknya. 

 

B. Saran-saran 

1. Perlu adanya kesadaran hukum dalam memahami suatu hukum dengan 

tidak hanya secara tekstual semata melainkan memahami hukum secara 

komprehensif didukung dengan pendekatan  filsafat hukum, agar tidak 

terjadi salah pemahaman terhadap suatu perturan hukum.  
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2. Kepada para pejabat lembaga Peradilan Agama, KUA, serta para 

akademisi, kiranya perlu ada upaya prefentif  nyata seperti sosialisasi 

secara intensif  kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang 

ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyrakat tidak salah pemahaman 

mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI 

degan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinaan berpayung hukum. 

3. Perlu ada peraturan baru yang tegas dan jelas tanpa ada kalimat ambigu 

yang memungkinkan multi tafsir seperti Pasal 53 KHI, demi adanya 

kepastian hukum yang jelas. Peraturan tersebut harusnya mampu menjadi 

preventif  kasus perzinaan sekaligus pencegah agar tidak ada lagi istilah 

Pasal legalisasi perzinaan. 
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I 

 

Lampiran 1 

 

TERJEMAHAN TEKS ARAB 

 

No. Hlm. F.nt. TERJEMAHAN 

 BAB I 

1 9 18 Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang 

berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin. 

2 9 19 Dan kawinkanlah prang-orang yang sendirian diantara kamu dan 

orang-orang yang layak untuk kawin. 

3 16 31 Dan dihalalkan bagi kamu selaan yang demikian 

4 17 37 Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang 

berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin. 

5 19 38 Nabi SAW pernah ditanya mengenai laki-laki yang berzina 

dengan seorang perempuan yang kemudian ia berniat akan 

menikahinya, lalu Nabi bersabda bahwa “permulaannya adalah 

perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, maka perkara yang 

haram tidak dapat mengharamkan yang halal”. 

 

No. Hlm. F.nt, TERJEMAHAN 

 BAB II 

1 28 10 Maqashid syari’ah adalah makna nilai-nilai dan tujuan yang 

terkandung dan hendak dicapai oleh Syari’ dalam semua hukum 

atau sebagian besar hukunya. Atau dengan kata lain tujuan dari 

syari‟at atau rahasia syari‟at yang Syari’ letakkan di setiap hukum 

dari semua hukum-hukumnya. 

2 29 11 Yang dimaksud dengan maqashid syari’ah adalah tujuan hukum 

atau rahasia syariat yang Syari’ letakkan di setiap hukum dari 

semua hukum-hukumnya. 



II 

 

3 33 27 Perubahan suatu hukum tergantung pada perubahan tempat 

geografis, zaman, dan keadaan kondisi. 

4 36 35 Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami 

menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu 

tidak akan dikembalikan kepada kami? 

5 36 36 Dan Aku (Allah) tidakenciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka menyembah-Ku. 

6 36 37 Sesungguhnya  shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan 

mungkar. 

7 36 38 Dan bagi kalian dalam hukum Qishas tu ada jaminan hidup 

bagimu, hai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa. 

8 36 39 Dia yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji 

kamu,siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya. 

9 36 40 Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi 

rahmat bagi semesta alam. 

10 36 41 Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita berita 

gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi 

manusia untuk membantah Allahsesudah diutusnya rasul-rasul itu. 

11 37 42 Hai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang sudah 

memiliki kemampuan untuk menikah, maka segera menikahlah, 

sesungguhnya menikah mampu menundukkan mata dan menjaga 

kelamin, maka apabila mereka belum mampu untuk menikah 

hendaknlah berpuasa (menahan diri)  sesungguhnya hal itu 

menjadi benteng. 

12 37 43 Dari Abu Hurairah RA berkata: aku pernah mendengar Rasulullah 

SAW bersabda: “tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di 

dekat pintu rumah salah seorang diantara kalian lalu ia mandi dari 

air sungai tu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa suatu 

kotoran darinya?” Para sahabat menjawab: tidak tersisa kotoran 

sedikitpun. Rasulullah bersabda: “maka begitulah perumpamaan 

shalat lima waktu, dengan hal itu Allah menghapuskan dosa-

dosa.”  

13 38 44 Dari Jabir RA berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: 

“perumpamaan shalat lima waktu itu seperti sebuah sungai yang 

mengalir melimpah dekat pintu rumah salah seorang di antara 

kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali.”  

14 39 47 Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka 

janganlah kamu mati kecuali dengan memeluk agama Islam. 
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15 45 63 Mencegah kerusakan yang (lebih besar) lebih didahulukan 

daripada mengambil kemaslahatan 

16 57 91 Dia-lah yang mengutus kepaa kaum yang buta huruf seorang rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka 

kitab dan hikmah (sunnah). Dan sesungguhnya mereka 

sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 

 

No. Hlm. F.nt. TERJEMAHAN 

 BAB III 

1 68 12 Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya 

zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan 

(perilaku) yang buruk. 

2 69 17 Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang 

berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin. 

3 70 19 Dan tidak dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan 

sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini 

mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 

menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 

mengaakan kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 

mengucapkan perkataan (kepada mereka) yang ma‟ruf. Dan 

janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk melakukan akad 

nikah sebelum habis masa „iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya 

Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah 

kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha Pengampun lagi 

Maha Penyantun. 

4 71 22 Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya 

zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan 

(perilaku) yang buruk. 

5 72 23 Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang 

berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin. 
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6 80 34 Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya dengan seratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepadanya mencegah kamu menjalankan 

perintah agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kiamat, dan hendaklah pelaksanaan dari hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. 

7 82 38 Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang 

berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin. 

8 83 41 Dan kawinkanlah prang-orang yang sendirian diantara kamu dan 

orang-orang yang layak untuk kawin. 

9 86 51 Adapun hubungan seks karena zina, hukumnya tidak ada 

kewajiban „iddah terhadanya. Wanita yang hamil akibat zina 

boleh untuk dikawini, dan boleh pula berhubungan seks suami 

isteri sekalipun dalam keadaan hamil. 

10 87 55 Nabi SAW pernah ditanya mengenai laki-laki yang berzina 

dengan seorang perempuan yang kemudian ia berniat akan 

menikahinya, lalu Nabi bersabda bahwa “permulaannya adalah 

perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, maka perkara yang 

haram tidak dapat mengharamkan yang halal”. 

11 88 59 Dan diharamkan juga bagimu mengawini perempuan yang 

bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki, sebagai 

ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk 

dikawini bukan untuk berzina. 

12 89 62 Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 

janganlah ia mencurahkan air sprema (berzina) pada orang lain 

yang bukan isterinya. 

13 91 70 Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 

janganlah ia mencurahkan air sprema (berzina) pada orang lain 

yang bukan isterinya. 

14 91 72 Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu „idah bagi mereka 

adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

15 94 81 Anak itu bagi yang melahirkan (hubungan suami isteri yang sah), 

dan bagi yang berzina adalah hukum rajam (batu). 

16 95 83 Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang 
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berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin. 

17 95 84 Dan kawinkanlah prang-orang yang sendirian diantara kamu dan 

orang-orang yang layak untuk kawin. 

18 97 91 Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak 

dinasabkan kepada ayah biologisnya, kecuali yang telah terjadi di 

zaman jahiliyah 

19 98 92 Anak itu bagi yang melahirkan (hubungan suami isteri yang sah), 

dan bagi yang berzina adalah hukum rajam (batu). 

20 99 93 Siapapun yang mengawini wanita hamil sedangkan ia belum 

mencampurinya atau sudah mencampurinya sesudah waktu 

tertentu, lalu wanita tersebut melahirkan anak sebelum enam 

bulan dari waktu terjadinya akad, bukan dari waktu terjadinya 

percampuran itu, maka anak tersebut tidak dapat dipertalikan 

nasab kepada laki-laki yang mengawininya, kecuali jika wanita 

tersebut melahirkannya setelah lebih dari enam bulan. 

21 107 114 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-

Nya, dan ulil amri di antara kalian. 

 

No. Hlm. F.nt TERJEMAHAN 

 BAB IV 

1 122 4 Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya 

zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan 

(perilaku) yang buruk. 

2 124 6 Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya 

zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan 

(perilaku) yang buruk. 

3 125 11 Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya dengan seratus kali dera, dan 

janganlah belas kasihan kepadanya mencegah kamu menjalankan 

perintah agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kiamat, dan hendaklah pelaksanaan dari hukuman mereka 

disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. 

4 125 12 Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan 

laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan 
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sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang 

baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang 

baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang 

dituduhkan kepada mereka, bagi mereka ampunan dan rizki yang 

mulia. 

5 126 13 Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW berkata: wanita 

dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena nasab 

derajatnya, karena kecantikannya, karena agamnya, pilihlah yang 

beragama (taat beragama) maka engkau akan beruntung, (jika 

tidak) kamu akan merugi.   

6 127 14 Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang 

berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina 

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang 

mukmin. 

7 128 18 Nabi SAW pernah ditanya mengenai laki-laki yang berzina 

dengan seorang perempuan yang kemudian ia berniat akan 

menikahinya, lalu Nabi bersabda bahwa “permulaannya adalah 

perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, maka perkara yang 

haram tidak dapat mengharamkan yang halal”. 

8 130 19 Dan diharamkan juga bagimu mengawini perempuan yang 

bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki, sebagai 

ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk 

dikawini bukan untuk berzina. 

9 133 22 Adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum 

10 133 24 Adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum 

11 133 25 Mencegah kerusakan (yang lebih besar) lebih diutamakan 

daripada sekedar mengambil maslahat.  

12 144 31 Mencegah kerusakan (yang lebih besar) lebih diutamakan 

daripada sekedar mengambil maslahat. 

13 146 36 Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 

janganlah ia mencurahkan air sprema (berzina) pada orang lain 

yang bukan isterinya. 
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Lampiran 2 

 

BIOGRAFI ULAMA 

 

A. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili 

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih 

kontemporer peringkat dunia.Wahbah Az -Zuhaili lahir di desa Dar `Athiah, Syiria 

pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah. 

Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di 

kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia 

melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat 

suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa 

fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari‟ah dan Fakultas Bahasa Arab di 

Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.  

Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh 

ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. 

Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain 

Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari‟ah dari Fakultas Hukum Universitas 

Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya 

menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya 

yang berjudul Al-Fiqh Al Islami wa Adillatuh. 

 

B. Sayyid Sabiq 

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada 

tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi 

Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di 

Mesir saat itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di kuttab, kemudian ia 

memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga 

tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-„Alimyyah (ijazah 

tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang 

setingkat dengan ijazah doctor. Beliau adalah ulama Internasional yang memiliki 

reputasi di bidang dakwah dan ilmu fiqh. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-
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Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi), al-„aqaid fi al-Islam, Da‟wah al-Islam, dan 

Islamuna. 

 

 

C. Imam Abu Hanifah 

Abu Hanifah lahir di kota Madinah –menurut periwayatan dari Anbar- pada 

tahun 80 H. Ada juga riwayat yang menyebutkan tahun 81 H. Adapun pendapat yang 

paling kuat adalah pendapat pertama yang menyebutkan pada tahun 80 H. Nama 

lengkap beliau adalah Nu‟man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Pendapat yang terkenal 

menyebutkan bahwa Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa Persia. Hal itu jika 

ditinjau dari nasabnya, yaitu Nu‟man bin Tsabit bin Nu‟man bin Mardzaban. Nama 

Mardzaban adalah kata dari bahasa Persia yang bermakan “kepala dari anak-anak Persia 

yang merdeka”.  

Imam Abu Hanifah merupakan Imam Besar yang sangat „alim di zamannya. 

Beliau mendapatkan gelar Imam Besar, Imam Ahli Fiqh dari Irak, dan Imam Ahlu 

Ra‟yu. Abdullah bin Mubarrak mengomentari pribadi imam Abu Hanifah sebagai 

“otaknya ilmu”. Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sebagai 

Imam Ahli Fiqh. Ab Hanifah belajar ilmu agama dari beberapa guru diantaranya adalah 

Hammad bin Abu Sulaiman, ahli fiqh dari Kuffah, Zaid bin „Ali Zainal Abidin, 

Muhammad al-Baqir Zainal Abidin, Ja‟far ash-Shadiq, Abdullah bin Hasan bin Hasan, 

dan Jabir bin Yazid bin Ja‟far. Imam Abu Hanifah juga memepelajari al-Qur‟an dari 

Imam „Ashim, salah satu dari al-Qurra‟ as-Sab‟ah (tujuh dari periwayatan al-Qur‟an).  

     

D. Imam Malik bin Anas 

Imam Malik bin Anas adalah Imam Madzhab yang kedua. Ia lahir 13 tahun 

setelah lahirnya Imam Abu Hanifah. Ia juga dikenal sebagai Imam Darul Hijrah dan 

Imam Hijaz. Ia termasuk dikalangan tabi‟in yang menjadi referensi para ahli fiqh di 

Madinah. Ia hidup kurang lebih sekitar 70 tahun. Ia juga dikenal sebagai orang yang 

berkhidmad kepada Islam dan kaum muslimin. 

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amr bin 

Ghaiman bin Khatsil bin Amir bin Harits.  Imam Malik lahir di desa yang bernama Dzul 

Marwah, sebelah utara Madinah. Lalu ia pindah ke Aqiq hingga akhirnya menetap di 

Madinah. 

Ia lahir pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik al-Umay, dan wafat 

pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid al-Abbasy. Ia juga hidup semasa dengan Abu 
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Hanifah. Ia menjadi saksi terhadap berbagai peristiwa yang terajdi pada bangsa Arab, 

Persia, dan India, berupa peperangan, perebutan kekuasaan dan lain-lain. Imam Malik 

melauli masa-masa sulit yang terjadi antara Daulah bani Abbasiyah dengan alawiyyin, 

demikian juga gerakan Khawarij yang akrab dengan kekerasan. Ia juga menjadi saksi 

bagaimana perdebatan antara kalangan Ahlussunnah dengan Syi‟ah pada zamannya. 

  Imam Malik bin Anas lahir dari keluarga yang sangat memperhatikan hadits 

dan fatwa. Imam Malik sendiri menyusun kitab al-Muwatha‟ yang berisi hadits-hadits 

yang dianggapnya sahih pada zamannya, dan selalu dijadikan rujukan para ulama pada 

waktu itu. Imam Malik bin Anas memiliki sangat banyak guru, sehingga Imam Nawawi 

pernah mencatat dalam kitabnya Tahdzibul Asma‟ wal Lughat, bahwa Imam Malik 

pernah berguru pada 900 masyayikh, 300 dari tabi‟in, dan 600 dari kalangan tabi‟it 

tabi‟in. Imam Malik juga mengkhususkan berguru pada Abdurrahman al-„Araj selama 

tujuh tahun lebih. Imam Malik juga berguru pada Rabi‟ah bin Abi Abdurrahman ketika 

Imam Malik masih kecil.  

 

E. Imam as-Syafi’i 

Imam as-Syafi‟i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. Beliau 

dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam as-Syafi‟i 

adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi‟ bin Saib 

bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib  bin Abdi manaf. Imam as-Syafi‟i 

dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayah as-Syafi‟i 

meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya mengajaknya untuk pindah ke 

Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya pada waktu ia berusia dua tahun.  

Sejak kecil Imam as-Syafi‟i berguru pada Syeikh Muslim bin Khalid az-Zanji 

dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi ke 

Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. Dari semua 

guru Imam as-Syafi‟i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, diantaranya ada 

yang ahlu hadits, ahlu ra‟yu, mu‟tazilah, syi‟ah, dan ada juga yang berbeda dari yang 

lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi‟i menjadi luas dalam hal ilmu 

pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu agama. 

Imam as-Syafi‟i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-Qur‟an 

dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhab mengatakan bahwa Imam 

as-Syafi‟i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga telah menghafal 

kitab al-Muwatha‟ karya Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Diantara kitab karya 
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Imam as-Syafi‟i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang membahas tentang ushul 

fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang sebagian besar masalah ilmu fiqh. 

 

F. Imam Ahmad bin Hanbal 

Imam Ahmad memiliki nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin 

Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin 

Qasith bin Mazin bin Syaiban al-Maruzi al-Baghdadi. Imam Ahmad bin Hanbal 

dilahirkan di kota Bagdad, Irak pada bulan Rabi‟ul Awal, tahun 160 H, setelah ibunya 

meninggalkan kota Marwin tempat tinggal ayahnya, menuju ke bagdad ketika beliau 

masih dalam kandungan. 

Imam ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Imam ke empat setelah Imam as-

Syafi‟i. Adapun guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya Abu Yusuf Ya‟qub 

bin ibrahim al-Qadli, yang merupakan ulama pengikut Abu Hanifah. Beliau juga 

berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithi. Imam Ahmad bin 

Hanbal berjumpa dengan Imam as-Syafi‟i ketika berada di Hijaz dan beliau 

menyempatkan untuk belajar kepada Imam as-Syafi‟i. Pada kesempatan lain beliau juga 

belajar pada Imam as-Syafi‟i keita berada di Bagdad dan Imam Ahmad bin Hanbal 

belajar banyak tentang pemahaman, istinbath hukum, ilmu hadits, dan lain-lain. 

Sehingga Muhammad bin Khuzaimah berkata bahwa Ahmad bin Hanbal adalah murid 

dari Imam as-Syafi‟i. 

Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengarang kitab selain kitab hadits karena 

memang beliau konsen kepada ilmu hadits dan sunnah. Semua kitabnya merupakan 

kumpulan dari hadits-hadits dan atsar. Diantara kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal 

yang terkenal adalah kitab al-Musnad, yang di dalamnya terdapat kumpulan hadits yang 

beliau kumpulkan mulai dari tahun 180 H. Imam Ahmad bin Hanbal juga Risalah ar-

Radd „ala al-jahmiyyah, yang merupakan risalah Imam Ahmad bin Hanbal yang berisi 

bantahan terhadap orang-orang Jahmiyyah (sekelompok golongan Khawarij) . 
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